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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 102 /PMK.02/2018
TENTANG
KLASIFIKASI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015
tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
114/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang
Klasifikasi Anggaran;

bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur bagian
anggaran kementerian negara/lembaga pada klasifikasi
organisasi dan mengubah ruang lingkup serta terminologi
pada klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai klasifikasi
anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi

Anggaran;
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI
ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

2. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut
nomenklatur kementerian negara/lembaga dan menurut
fungsi bendahara umum negara.

4. Kementerian Negara yang  selanjutnya  disebut
Kementerian adalah  perangkat Pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

5. Lembaga adalah organisasi nonkementerian dan instansi
lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk

melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
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Klasifikasi Anggaran adalah pengelompokan anggaran
Belanja Negara untuk penyusunan dan penyajian
informasi APBN.

Klasifikasi Organisasi adalah pengelompokan anggaran
Belanja Negara berdasarkan  struktur organisasi
Kementerian/Lembaga dan BUN.

Klasifikasi Fungsi adalah pengelompokan anggaran
Belanja Negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan BUN.
Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan anggaran
Belanja Negara berdasarkan jenis belanja pada
Kementerian/Lembaga dan BUN.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana
keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun
menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen
perencanaan anggaran Bagian Anggaran BUN yang
merupakan himpunan rencana kerja dan anggaran BUN.
Pengguna Anggaran adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/Lembaga.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari
Bagian Anggaran BUN.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit
organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan
kegiatan Kementerian /Lembaga dan memiliki

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
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19.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan
visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit
Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk
mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang
terukur.

Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker
atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang
berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran

(output) dengan indikator kinerja yang terukur.

Pasal 2
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan
untuk mencapai tujuan bernegara, setiap tahun
Pemerintah menyusun APBN.
APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran
Belanja Negara, dan pembiayaan anggaran.
Anggaran Belanja Negara terdiri atas belanja Bagian
Anggaran Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran
BUN.
Belanja Negara dirinci menurut Klasifikasi Organisasi,

Klasifikasi Fungsi, dan Klasifikasi Jenis Belanja.

Pasal 3
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran
wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang
dikuasainya.
Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran
Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun

RDP BUN.
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RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RDP
BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dengan mengacu pada:
a. pendekatan sistem penganggaran, yang terdiri atas:

1. penganggaran terpadu;

2. penganggaran berbasis kinerja; dan

3. kerangka pengeluaran jangka menengah.
b. Klasifikasi Anggaran, yang terdiri atas:

1. Klasifikasi Organisasi;

2. Klasifikasi Fungsi; dan

3. Klasifikasi Jenis Belanja.
Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a mengacu kepada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L dan pengesahan daftar isian
pelaksanaan anggaran.
Penyusunan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a mengacu kepada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan,
dan penetapan alokasi anggaran BUN, dan pengesahan
daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
Klasifikasi Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Klasifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Klasifikasi Jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b angka 3 tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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